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PUTUSAN
Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg

2 L .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 34 tahun, agama
Islam, pendidikan DIIl, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat
tinggal di JI. Mawar | F6 No.23 Rt. 014, Rw. 006, Kelurahan
Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 35 tahun,
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah
tangga, Tempat tinggal di JI. Purbaya lll Kav Blok J No.43.A
RT. 016 RW. 001 Kelurahan Bendungan, Kecamatan

Cilegon, Kota Cilegon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 05 September
2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor
567/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon
dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah
melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012

di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
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Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku

Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/01/1X/2012 tanggal 03 September 2012;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga
terakhir tinggal di JI. Purbaya Ill Kav Blok J No.43.A RT. 016 RW. 001
Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan
sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

3.1 NAMA ANAK ; Laki-laki, lahir di Cilegon, 08 Juni 2013;

3.2 NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Cilegon, 11 April 2018;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2015, rumah tangga
dirasakan mulai goyah disebabkan karena:

4.1 Termohon sering menggunakan pakaian yang menampilkan aurat
Ternohon;

4.2 Termohon Kurang perhatian terhadap Pemohon;

4.3 Termohon tidak menghargai dan menghormati orang tua Pemohon,
seperti bila Termohon berbicara dengan orang tua Pemohon,
Termohon tidak sopan

4.4 Termohon memiliki sifat tempramental yang berlebihan, seperti suka
berbicara dengan nada keras;

5. Bahwa akibat dari sifat Termohon sebagaimana poin 4 (empat) di atas,
komunikasi antara Pemohon dengan Termohon menjadi sangat buruk dan
sering menimbulkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang
tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga puncak perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan
Agustus 2018, yang mana antara Pemohon dengan Termohon sudah
tidak tinggal serumah lagi serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana
layaknya suami isteri;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu
rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan
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perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah
tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina
rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud
lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila
permohonan ini dikabulkan;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT
REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon
(TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang
Pengadilan Agama Cilegon;

3. Mebebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya

(Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan
memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini
melalui prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016
dan menunjuk Drs. H. Baehaki. M.Sy, sebagai Mediator yang disepakati
Pemohon dan Termohon. Berdasarkan laporan mediator, proses mediasi tidak
berhasil, sebagaimana tercantum dalam laporan mediator tanggal 24
September 2018;
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Bahwa, di persidangan telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis
Hakim, namun tidak berhasil. Sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi
yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan
Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah
memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Oktober
2018 yang membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian dalil-dalil
permohonan Pemohon, yang pada pokok bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima
seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakuinya secara
tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban
Termohon berikut ini;

- Bahwa, posita 1 sampai dengan posita 3 benar;

- Bahwa, posita 4.1. tidak benar, Termohon keluar rumah selalu
menggunakan pakaian tertutup dan berhijab kecuali dalam rumah;

- Bahwa, posita 4.2. tidak benar, Termohon tetap perhatian terhadap
Pemohon dan menyiapkan segala keperluan dan kebutuhan sandang dan
pangan Pemohon;

- Bahwa, posita 4.3. tidak benar, Termohon tetap menghargai dan
menghormati orangtua Pemohon, selalu berkata sopan dan bersikap
santun terhadap orangtua Pemohon;

- Bahwa, posita 4.4. tidak benar, justru sebaliknya Pemohon yang memiliki
sifat temperamental dan berbicara keras. Pemohon selalu marah jika
diingatkan untuk sholat dan diingatkan untuk tidak bermain handphone
pada jam istirahat;

- Bahwa, posita 5. benar, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah
diakibatkan Pemohon kurang perhatian terhadap keluarga dan lebih banyak
menghabiskan waktu dan uang untuk hobinya bermain air softgun dan
game online, sehingga kebutuhan anak-anak seperti susu dan pampers
tidak tercukupi;
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- Bahwa, terhadap posita 6, komunikasi antara Pemohon dan Termohon
mulai terganggu karena kesibukan Pemohon dengan hobinya, Termohon

keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi
Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawaban dipandang
pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;

2. Bahwa, Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Pemohon
sebagai Tergugat;

3. Bahwa, rumah yang terletak di JI. Purbaya Ill, Kavling Blok J, NO. 43A, Rt.
016, Rw. 001, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon
adalah harta bersama, dan rumah tersebut akan diberikan kepada anak-
anak, jika terjadi perceraian Penggugat menuntut agar bagian
pembayaran gaji PT. Krakatau Daya Listrik memotong gaji Tergugat setiap
bulan sebesar Rp. 2.048.251,29 (dua juta empat puluh delapan ribu dua
ratus lima puluh satu dua puluh sembilan rupiah) untuk cicilan rumah,
apabila rumah tersebut dijual, hasil penjualan dikurangi Rp. 111.500.000,-
(seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut sebagai
pengganti uang pemberian orangtua Penggugat;

4. Bahwa, sejak bulan Februari 2015 perselisihan dan pertengkaran mulai
terjadi, Tergugat bersikap cuek tidak mau membimbing Penggugat dalam
hal agama, tidak mau memberi contoh mengajarkan dan mendidik anak
tentang sholat lima waktu dan mengaiji;

5. Bahwa, Tergugat bersikap acuh sejak pindah ke rumah kediaman
bersama sedangkan Penggugat saat itu dalam kondisi baru saja di kuret;

6. Bahwa, meskipun Tergugat bersikap cuek, Penggugat tetap
melaksanakan kewajiban sebagai isteri hingga hamil anak kedua. Hal
tersebut berbanding terbalik dengan posita 5 dalam surat permohonan
konvensi;

7. Bahwa, pada bulan Juni 2017 Penggugat kembali mengalami keguguran,
pada waktu itu Tergugat sibuk main air softgun dengan teman-temannya,
hal tersebut membuat hati Penggugat terluka;
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8. Bahwa, pada bulan Agustus 2017 Penggugat dinyatakan hamil, sikap
cuek Tergugat tidak berubah dan Penggugat tetap menjalankan kewajiban
sebagai isteri meskipun dalam kondisi kandungan lemah dan dinyatakan
mengidap beberapa penyakit, Penggugat tetap mengantar jemput anak
bernama Bima ke sekolah;

9. Bahwa, perkiraan akhir bulan Januari 2018 atau awal bulan Februari 2018
setelah acara reuni SMP, sikap Tergugat banyak berubah, pada bulan
Maret 2018 handphone dikunci dengan password, Tergugat sering
bersolek, hingga pada bulan Mei 2018 Penggugat melihat pesan masuk
dari Fina, ketika ditanyakan Tergugat marah, hal tersebut membuat hati
Penggugat makin sakit dan terguncang;

10. Bahwa, pada tanggal 07 s/d 08 Mei 2018 Tergugat pergi ke Anyer dalam
rangka acara futsal bersama teman-teman kampus, namun acara tersebut
tidak diberitakan dalam media sosial Tergugat maupun kampus;

11. Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2018 s/d 02 Juni 2018 Tergugat pamit ke
Jakarta menghadiri acara sahur on the road yang dilaksanakan pihak
kampus. Pada waktu itu Tergugat berdandan rapi, tetapi ketika diingatkan
untuk memakai cincin kawin Tergugat menolak dengan alasan takut
hilang, namun ketika Penggugat mengkonfirmasi acara tersebut kepada
pihak kampus, acara tersebut hanya berbuka puasa bersama;

12. Bahwa, sikap Tergugat semakin berubah, pada akhir bulan Juni 2018
Tergugat sering lembur di luar jam kerja, pulang ke rumah dalam keadaan
wangi, menolak bawa bekal makanan yang telah disiapkan, sering
berangkat kerja dengan kendaraan pribadi dan transportasi online;

13. Bahwa, Tergugat pernah mengajukan cuti dengan alasan keperluan
keluarga, sedangkan pada hari itu adalah jadwal off kerja Tergugat;

14. Bahwa, Tergugat Rekovensi menyimpan nomor kontak seorang wanita
bernama Fina;

15. Bahwa, Fina adalah teman SMP Tergugat berstatus janda dengan 1 (satu)
orang anak;

16. Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 22.00 Tergugat menolak
mendiamkan anak yang sedang menangis, Tergugat lalu marah sambil
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membereskan pakaian. Ketika orangtua Tergugat datang dan memeluk

Tergugat marah dan menjatuhkan talak 3, lalu pergi dari rumah kediaman

bersama hingga sekarang tidak pernah kembali;

17. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat menolak untuk bercerai, namun jika
terjadi perceraian, maka Penggugat mengajukan tuntutan, sebagai
berikut:

- Nafkah madhiyah terhadap Penggugat selama 3 (tiga) bulan (Agustus
s/d 15 Oktober 2018) setelah dikurangi uang pemberian pada bulan
Agustus 2018 adalah sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus
ribu rupiah);

- Nafkah madhiyah terhadap anak selama 3 (tiga) bulan (Agustus s/d 15
Oktober 2018) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah);

18. Bahwa, mengingat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah
dilahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1). NAMA ANAK,
laki-laki (5 tahun) dan 2). NAMA ANAK, perempuan (5 bulan) yang masih
di bawah umur, serta masih memerlukan perhatian khusus seorang ibu,
serta sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
menyebutkan bahwa, “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau
belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka mohon kepada Majelis
Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan hak asuh anak-
anak kepada Penggugat;

19. Bahwa, mengingat Tergugat adalah karyawan PT. Krakatau Daya Listrik
yang merupakan anak perusahaan PT. Krakatau Steel (persero) Tbk,
sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang diubah
dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, pasal 8 ayat (1),
pada Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983, vyang
menyatakan,”apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri
Sipil pria (dhi. Tergugat), maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya
untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, serta pasal 8 ayat (2)
peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 menyatakan bahwa,

“Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah spertiga
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untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan (dhi. Tergugat)
sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-
anaknya”, maka Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan
menetapkan biaya hadhanah yang dibebankan kepada Tergugat tiap
bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya 1/3 (satu
per tiga) bagian dari gaji Tergugat (mana yang lebih tinggi) terhitung sejak
perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut berlaku
juga ketika Tergugat mendapat bonus, gaji ke-13, dan THR;

20. Bahwa, jika terjadi perceraian sebagaimana pasal 39 Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam, maka Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan diserahkan pada saat ikrar talak;

21. Bahwa, sebagaimana Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,
Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah) dan diserahkan pada saat ikrar talak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat memohon kepada
majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan cerai talak Pemohon/Tergugat;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat untuk
seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara
Termohon/Penggugat dan Pemohon/Tergugat putus karena perceraian;

3. Menetapkan secara hukum rumah yang terletak di JI. Purbaya Ill, Kavling
Blok J, NO. 43A, Rt. 016, Rw. 001, Kelurahan Bendungan, Kecamatan
Cilegon, Kota Cilegon adalah harta bersama, dan rumah tersebut akan
diberikan kepada anak-anak, jika terjadi perceraian Penggugat menuntut
agar bagian pembayaran gaji PT. Krakatau Daya Listrik memotong gaji
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Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 2.048.251,29 (dua juta empat puluh
delapan ribu dua ratus lima puluh satu dua puluh sembilan rupiah) untuk
cicilan rumah, apabila rumah tersebut dijual, hasil penjualan dikurangi Rp.
111.500.000,- (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut
sebagai pengganti uang pemberian orangtua Penggugat;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua
orang anak bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Cilegon 8 Juni 2013
dan NAMA ANAK, perempuan, lahir di Cilegon, 11 April 2018;

5. Menetapkan secara hukum nafkah terhutang kepada Penggugat sejak
Agustus s/d 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam
ratus ribu rupiah) dan nafkah terhutang kepada anak sejak Agustus s/d 15
Oktober 2018 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menetapkan biaya hadhanah kedua orang anak setiap bulan sebesar Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan atau setidak-tidaknya 1/3 dari gaji
Tergugat, termasuk bonus dan gaji ke-13 serta THR, terhitung sejak
putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut
berumur 21 tahun atau mandiri;

7. Menetapkan biaya untuk mantan isteri (Penggugat) setiap bulan sebesar
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan atau 1/3 dari gaji Tergugat
(mana yang lebih tinggi) termasuk gaji ke-13 dan THR terhitung sejak
putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

8. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji PT. Krakatau Daya listrik
untuk memotong langsung gaji Tergugat, termasuk gaji ke-13 dan THR,
untuk biaya nafkah anak hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau
mandiri, setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya
1/3 dari gaji Tergugat (mana yang lebih tinggi), lalu diserahkan kepada
Penggugat selaku ibu kandung dan pemegang hak asuh terhadap kedua
orang anak Penggugat dan Tergugat, terhitung sejak putusan perkara ini
berkekuatan hukum tetap;

9. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji PT. Krakatau Daya listrik
untuk memotong langsung gaji Tergugat, termasuk gaji ke-13 dan THR
sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau 1/3 dari gaji (mana yang
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lebih tinggi), untuk biaya hidup Penggugat sebagai mantan isteri, terhitung
sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang
Termohon/Penggugat sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu
rupiah), dan dibayarkan pada waktu ikrar talak di depan Majelis Hakim
pemeriksa perkara ini;

11. Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya hadhanah
terhutang kepada anak-anak kandungnya yang bernama NAMA ANAK dan
NAMA ANAK, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan
dibayarkan pada waktu ikrar talak di depan Majelis Hakim pemeriksa
perkara ini;

12. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah iddah sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan pada waktu ikrar talak di
depan Maijelis Hakim pemeriksa perkara ini;

13. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa
uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dibayarkan
pada waktu ikrar talak di depan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

14. Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara

ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa terhadap dalil jawaban dan dalil gugatan rekonvensi

Termohon/Penggugat tersebut, Pemohon/Tergugat telah mengajukan replik

konvensi dan jawaban rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya

mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon menolak dalil- dalil jawaban Termohon tentang posita 4
dengan alasan sebagai berikut:

1. Posita 4.1, Benar Termohon keluar rumah menggunakan hijab, tapi
terkadang aurat Termohon masih terlihat dan hijab digunakan Termohon
hanya pada acara tertentu;
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2. Posita 4.2. Benar Termohon melaksanakan kewajibannya sebagai isteri,
namun bentuk perhatian yang Pemohon maksud adalah ketika
Pemohon pulang kerja disambut oleh Termohon, disiapkan minuman.
Selama ini beberapa kali Pemohon harus mengambil minuman sendiri
dikulkas dan pulang kerja mendapati Termohon sibuk dengan
handphone di kamar;

3. Posita 4.3, tidak benar, Termohon pernah berkata kasar dan menuduh
ibu Pemohon memberi telur busuk kepada anak-anak, dan pada saat
ibu Pemohon sakit, Termohon tidak pernah menjenguk dan merawat ibu
Pemohon;

4. Bahwa, posita 4.4. tidak benar, Termohon pernah berkata kasar
menyuruh Pemohon tidur, sedangkan Pemohon masih belum
mengantuk dan sengaja menonton televise sampai rasa kantuk tiba;

- Bahwa, tidak benar rumah tangga baik-baik saja, Pemohon
mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, Pemohon sudah
mengurangi kegiatan hobi Pemohon dan membeli peralatan air shoftgun
dengan menggunakan uang lembur Pemohon dan jatah uang saku yang
disisihkan untuk Pemohon setiap bulan, tidak mengganggu gaji dan uang
belanja rumah tangga;

- Bahwa, selebihnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa, Tergugat akan melunasi cicilan rumah kediaman bersama tanpa
harus memotong gaji Tergugat melalui bendahara kantor, jika rumah
tersebut telah lunas akan dibalik nama atas nama anak NAMA ANAK dan
rumah tersebut tidak akan dijual kecuali Penggugat menikah lagi dan hasil
penjualan rumah diperuntukkan untuk anak-anak;

- Bahwa, benar Tergugat masih minim pengetahuan agama, begitu pula
dengan Penggugat;

- Bahwa, tidak benar Tergugat cuek setelah Penggugat menjalani operasi

dan kuret, Tergugat mengajak Penggugat jalan-jalan keluar kota;
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- Bahwa, benar Penggugat hamil kembali dan Tergugat tetap menahan dan
mempertahankan rumah tangga;

- Bahwa, benar Penggugat keguguran pada kehamilan kedua, meskipun
Tergugat sedang sibuk even airsoftgun se-Indonesia, Tergugat masih tetap
menemani dan memberi support kepada Penggugat sebelum menjalani
operasi;

- Bahwa, benar Penggugat dinyatakan hamil kembali, Tergugat tetap
memberi support dan nasehat agar Penggugat menjaga kondisi kehamilan
hingga persalinan Tergugat tetap mendampingi Penggugat;

- Bahwa, terhadap jawaban rekonvensi posita 9 s/d 15 permasalah rumah
tangga adalah murni karena masalah antara Tergugat dengan Penggugat,
bukan karena orang lain;

- Bahwa, terhadap posita 16, awal kejadian karena anak kedua rewel setelah
diimunisasi, Tergugat ingin menggendong anak tersebut tetapi ditolak oleh
Penggugat, lalu Tergugat diusir oleh Penggugat, selama ini Penggugat
sering melarang Tergugat menggendong anak kedua dengan alasan
Tergugat adalah ayah yang tidak baik, karena emosi yang tidak
terbendung, Tergugat mengemas pakaian. Ketika itu terjadi rebutan tas,
hingga akhirnya Penggugat terdorong dan terjatuh. Penggugat memanggil
orangtua kedua belah pihak saat kondisi telah tenang, Penggugat tetap
membela diri sehingga Tergugat kembali emosi dan terucap kata talak
terhadap Penggugat. Selama ini Tergugat merasa Penggugat menjauhi
anak-anak dan menjelek-jelekkan Tergugat pada anak-anak, karena kondisi
tersebut akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga
sekarang;

- Bahwa, terhadap jawaban rekonvensi posita 17, Tergugat menolak
membayar hutang sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu
rupiah), Tergugat hanya akan membayar nafkah terhutang selama 2 (dua)
bulan terhadap Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan
terhadap anak-anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

rupiah);
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- Bahwa, posita 18. Tergugat tidak mempermasalahkan anak-anak diasuh
oleh Penggugat, namun Tergugat minta agar nama anak-anak tetap masih
tercantum dalam kartu keluarga agar biaya pendidikan dan kesehatan
kedua orang anak tersebut dapat ditanggung oleh perusahaan tempat
Tergugat bekerja;

- Bahwa, Tergugat bekerja pada perusahaan swasta yang tidak tunduk pada
Peraturan Pemerintah nomo 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah
nomor 45 tahun 1990;

- Bahwa, sesuai kemampuan Tergugat hanya sanggup memberi nafkah
selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa, mengenai mut’ah Tergugat sanggup memberi sesuai kemampuan
dan penghasilan yaitu berupa uang dengan nominal sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat
memohon kepada maijelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak permohonan Termohon Konvensi/Penggugat untuk seluruhnya;

2. Memutuskan nama kedua orang anak Tergugat dan Penggugat masuk
dalam kartu keluarga Tergugat agar kedua orang anak tersebut mendapat
tunjangan pendidikan dan kesehatan dari perusahaan tempat Tergugat
bekerja;

3. Memutuskan Tergugat untuk bebas bertemu, mengajak anak-anak jalan-
jalan dan menginap dengan Tergugat kapan dan dimana saja;

4. Menolak pembagian penghasilan 1/3 untuk mantan isteri dikarenakan
Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah

nomor 45 tahun 1990 tidak berlaku pada karyawan swasta;
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5. Memutuskan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta
lima ratus ribu rupiah), untuk masalah gaji 13, THR dan bonus akan dilihat
berapa besar nominalnya;

6. Menerima permohonan nafkah terhutang selama 2 (dua) bulan kepada
isteri akan dibayarkan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
dan nafkah terhutang kepada anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima
ratus ribu rupiah);

7. Menerima permohonan nafkah iddah dan akan dibayarkan Tergugat
sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

8. Menerima permohonan Mut'ah, dan Tergugat akan memberi mut'ah berupa
uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban gugatan Rekonvensi
tersebut, Termohon/Penggugat telah mengajukan Duplik konvensi dan Replik
Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak replik yang disampaikan Pemohon pada tanggal
05 November 2018 kecuali dalil-dalil yang diakui oleh Termohon;

2. Bahwa, Termohon tetap pada jawabannya semula;

3. Bahwa, Termohon dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benark
terhadap replik Pemohon pada posita 1 dengan asalan sebagai berikut:

1. 1. Bahwa, mengenai posita 4.1. tidak benar, Termohon keluar rumah
telah menggunakan hijab dan pakaian tertutup, jika menggunakan
daster hanya keluar sekitar rumah;

1. 2. bahwa, posita 4.2. benar, Pemohon tidak disambut dan mengambil
minuman sendiri karena Termohon terlalu letih seharian melakukan
pekerjaan rumah tangga tanpa bantuan mesin cuci atau asisten rumah
tangga, setelah kehamilan ke empat dan kelima Termohon baru minta

dibelikan mesin cuci;
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1. 3. Bahwa, posita 4.3. tidak benar, Termohon tidak pernah menuduh ibu
Pemohon memberi telur busuk kepada anak, waktu itu Termohon
hanya memastikan makanan yang diberikan kepada anak, karena ibu
Pemohon tidak pernah memberitahukan kepada Termohon dan anak
pertama dulu pernah sakit setelah menginap di rumah ibu Pemohon;

1. 4. Bahwa, mengenai posita 4.4. Termohon pernah berkata agak keras,
karena Pemohon masih menonton televisi sedangkan waktu sudah
menunjukkan pukul 03.00 dini hari bahkan hingga pukul 05.00 pagi,
hal tersebut dilakukan Pemohon hampir setiap hari. Termohon
berusaha mengingatkan agar Pemohon tidak sakit dan punya banyak
waktu luang bermain dengan anak-anak pada keesokan paginya;

4. Bahwa, Termohon dengan tegas dan menyatakan tidak benar terhadap
replik poin 2, kewajiban memberi nama anak adalah Pemohon selaku
ayahnya, Pemohon hanya memberi nasehat agar tidak naik motor, tetapi
Pemohon tidak mau mengantar Termohon ketika ada keperluan;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benar
apa yang disampaikan Tergugat dalam jawaban Rekonvensi, dan Penggugat
tetap pada dalil gugatan rekonvensi;

Bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah
mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- Fotokopi KTP an. Pemohon, NIK. 3672020608840002, yang dikeluarkan
oleh Kantor Dukcapil, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah
sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1)

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, nomor 224/01/1X/2012, tanggal 03
Setember 2012, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah sesuai
dengan aslinya. (Bukti P.2);

- Asli slip gaji Pemohon selama 3 bulan terakhir (bulan September —

November 2018), yang dikeluarkan oleh PT. Krakatau Daya Listrik,
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bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti
P.3);

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah
sumpah di persidangan, dan mengaku mengenal Pemohon dan Termohon,
dam telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, tempat tinggal di JI. Mawar |, F6, No. 23, Rt. 014, Rw. 006,
Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang
menikah pada tahun 2012, dan selama berumah tangga keduanya
tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa, sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis
karena sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah melihat
pertengkaran tersebut dan selebihnya dari cerita Pemohon;

- Bahwa, saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran, yang saksi tahu
Pemohon ingin Termohon memakai pakaian yang sopan, meksipun tidak
harus berhijab ketika keluar rumah, Termohon juga kurang mengurus
Pemohon seperti menyiapkan makanan, dan Termohon juga kurang
berbaur dengan keluarga Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan
yang lalu, Pemohon pulang ke rumah saksi;

- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, namun saksi tidak
tahu persis berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;

- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan
Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon tetap ingin menceraikan

Termohon;
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2. NAMA SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat
tinggal di Taman Krakatau, Rt. 026, Rw. 008, Desa Waringin Kurung,
Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang
menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang
saat ini berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal
di rumah orangtua Termohon;

- Bahwa, sejak 3 (tiga) bulan terakhir saksi baru mengetahui rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, keduanya sering
bertengkar, namun saksi tidak mengetahui kapan ketidak harmonisan
terjadi, dan saksi mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Pemohon;

- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Termohon sering berpakaian
tidak sopan ketika keluar rumah, selain itu Termohon juga kurang
berbaur dan bersikap tidak sopan di depan keluarga besar Pemohon;

- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai adanya orang kedua dalam rumah
tangga Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, namun saksi tidak
tahu persis kapan keduanya berpisah;

- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan
Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk
mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan
alat bukti tertulis (surat) dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Print out capture dari telepon seluler berupa riwayat lokasi akun media sosial
Pemohon dan wanita idaman Pemohon, bermaterai cukup, dan telah di-
nazagelen. (Bukti T.1);

2. Fotokopi 1 (satu) eksemplar laporan kehadiran karyawan atas nama
Pemohon, dari bulan April 2018 s.d bulan Agustus 2018, yang dikeluarkan
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oleh PT. Krakatau Daya Listrik, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan

telah sesuai dengan aslinya. (Bukti T.2);

B. Bukti saksi

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah
sumpah, di persidangan saksi mengaku mengenal Pemohon dan Termohon,
dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, tempat tinggal di BBS I, JIl. Cempaka, No. 10, Rt. 015 Rw. 005,
Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;

- Bahwa, Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang
menikah pada tahun 2012, selama berumah tangga Pemohon dan
Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
yang pada saat ini kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan
Termohon;

- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon
rukun dan harmomis, saksi pernah melihat keduanya bertengkar dan
menurut saksi pertengkaran tersebut hanya pertengkaran biasa masalah
rumah tangga pada umumnya;

- Bahwa, pada waktu Termohon sedang hamil anak kedua, Pemohon
mengadu Termohon sering marah-marah, menurut saksi hal tersebut
wajar terjadi karena pengaruh hormon kehamilan Termohon, yang saksi
lihat Pemohon yang sering membiarkan Termohon keluar rumah naik
motor sendiri dan tidak diantar Pemohon;

- Bahwa, Pemohon pernah mengadu Termohon tidak berpakaian sopan
ketika keluar rumah, saksi lihat sejak akhir 2018 Termohon telah
menggunakan hijab;
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- Bahwa, setelah menikah Termohon berhenti bekerja dan memilih
sebagai ibu rumah tangga, saksi lihat Termohon telah melaksanakan
kewajibannya sebagai isteri;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus
2018, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang
tidak pernah kembali;

- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya menasehati Termohon dan
Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI. umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, tempat tinggal di Komp. Warnasari, KWA, 107, No. 05, Rt. 002, Rw.
006, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

- Bahwa, saksi adalah bibi Termohon;

- Bahwa, Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang
menikah pada tahun 2012, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang
pada saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;

- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak bulan Maret 2018, rumah tangga
mulai tidak harmonis karena sering bertengkar, saksi mengetahui adanya
perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Termohon;

- Bahwa, saksi tidak tahu pasti masalah pertengkaran dan perselisihan,
Pemohon merasa Termohon tidak sopan dengan keluarga,
sepengetahuan saksi hubungan Termohon dan orangtua Termohon
dengan keluarga Pemohon baik-baik saja;

- Bahwa, Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus
2018, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang
tidak pernah kembali;

- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Termohon dan
Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan alat bukti yang
telah diajukan di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan
secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan

permohonan dan repliknya, serta jawaban gugatan rekonvensi dengan
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tambahan penjelasan mengenai gugatan tentang rumah kediaman bersama
akan diselesaikan secara kekeluargaan, untuk itu Pemohon mohon putusan;
Bahwa, Termohon tetap dengan Jawaban dan duplik konvensi serta
dalam replik rekonvensi membenarkan gugatan tentang rumah kediaman
bersama akan diselesaikan secara kekeluargaan, lalu mohon putusan;
Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita

acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Dalam Konvensi
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah
berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan
nasehat perdamaian kepada Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut
tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenubhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan
pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Majelis Hakim telah
memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk penyelesaian
perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh Drs. H. Baehaki. M.Sy, selaku
mediator yang ditunjuk, namun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil,
sebagaimana laporan mediator tertanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di JIl. Mawar | F6 No.23
RT. 014 RW. 006 Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tempat tinggalnya
tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu
Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.1) dan ternyata fotokopi tersebut

telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu majelis berpendapat bukti

Hal. 20 dari 46. Put. No. 567/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan
bahwa Pemohon telah terbukti bertempat tinggal di wilayah sebagaimana
tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di JI. Purbaya Ill Kav
Blok J No.43.A RT. 016 RW. 001 Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon,
Kota Cilegon, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah
merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah
perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama
Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka
berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut
pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat
hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga
para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para
pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh
Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam
perkara ini adalah Pemohon bermaksud minta izin untuk menceraikan
Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-
menerus yang disebabkan Termohon sering berpakaian tidak menutup aurat,
Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, Termohon bersikap tidak
sopan dengan orangtua Pemohon dan Termohon sering berkata kasar dan
bernada keras kepada Pemohon, akibatnya antara Pemohon dengan
Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018. Pihak keluarga telah
berupaya merukunkan namun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit terwujud kembali;
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Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut,
Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik secara lisan di persidangan
yang pada pokoknya sebagian dalil permohonan Pemohon tersebut dibenarkan
(diakui) adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon, namun faktor penyebabnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa di antara dalil permohonan Pemohon yang dibantah
oleh Termohon adalah menyangkut penyebab perselisihan dan pertengkaran
karena Termohon telah menggunakan pakaian sopan dan berhijab setiap
keluar rumah, Termohon juga merasa Pemohon tidak perhatian, Termohon
selalu menghormati dan menghargai keluarga Pemohon dan berkata dengan
nada keras jika Termohon begadang sampai pagi. Termohon dalam jawaban
dan duplik tertulis juga membenarkan sebagian dalil-dalii permohonan
Pemohon menyangkut benar Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak
bulan Agustus 2018, telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga dan
Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun tidak dapat
membendung keinginan Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon telah
memberikan replik lisan pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya
semula, dan Termohon telah memberikan duplik yang pada pokoknya pun tetap
pada jawaban semula, dengan penjelasan sebagaimana dalam berita acara
sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidak-tidaknya tidak
dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta
hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari
Sabtu tanggal 01 September 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten,
sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
224/01/1X/2012 tanggal 03 September 2012;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama

di rumah kediaman bersama;
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3. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang
masing-masing bernama :

3.1. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Cilegon, 08 Juni 2013;
3.2.  NAMA ANAK, perempuan, lahir di Cilegon, 11 April 2018;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus
2018, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan
bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan
talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus-menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat
melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan
unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;

2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan
apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan
kehidupan suami istri;

3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup
rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil permohonan Pemohon
dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon
berkewajiban membuktikan dalil yang dibantah Termohon tersebut terlebih
dahulu. Begitu pun terhadap sebagian dalil yang diakui oleh Termohon,
Termohon juga dibebankan pembuktian karena perkara a quo menyangkut
sengketa perkawinan in casu cerai talak yang tidak boleh tunduk atas
kesepakatan kedua belah pihak (suami istri);
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi di
persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan
penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 yang diajukan
Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan
fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah
dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta tidak
tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di
persidangan, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi
persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang
relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.2,
tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat
bukti P.2 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan
Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara
formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona
standi in judicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal
7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3. yang berupa fotokopi surat
keterangan penghasilan Pemohon yang dikeluarkan oleh perusahaan di tempat
Pemohon bekerja, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
dan isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti P.3 tersebut
mempunyai nilai pembuktian sempurna bahwa Pemohon mempunyai
penghasilan antara Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp.
8.500.0000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, untuk itu alat
bukti P.3 dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan
Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi
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tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan

telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah

memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan
tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh
kedua orang saksi Pemohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-
dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi
tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya
menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak
utuh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya antara
Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dengan tidak saling mempedulikan
antara satu dengan lainnya, meskipun masing-masing berbeda pengetahuan
mengenai penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumabh;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan
kedudukan saksi sebagai ibu dan adik ipar Pemohon, maka Majelis Hakim
meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat
dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon
dan sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon yang telah
dinilai dan dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan
fakta-fakta yang saling bersesuaian yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah
menikah pada tanggal 01 September 2012;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun
sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam
asuhan Termohon;

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis
sejak bulan Maret 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus-menerus sehingga sulit untuk rukun kembali, yang mengakibatkan
berkurangnya rasa saling percaya, saling menyayangi dan perhatian satu
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sama lain sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa, tuduhan hubungan Pemohon dengan wanita idaman lain tidak
terbukti, bukti T.1 yang diajukan baru berupa bukti permulaan, keterangan
para saksi Termohon maupun Pemohon tidak ada yang mendukung bukti T.1
tersebut, maka penyebab adanya hubungan Pemohon wanita idaman lain
tidak terbukti;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus
2018, dengan sudah tidak mempedulikan antara satu dengan yang lainnya
sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon
telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan,
karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penilaian terhadap alat
bukti Termohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 yang diajukan Termohon
berupa print out capture riwayat lokasi dari akun media sosial Pemohon dan
Termohon, dan status media sosial wanita idaman Pemohon, secara formil
berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang ITE dapat diterima dan juga alat
bukti @ guo memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah dimeterai dan
di-nazagelen, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 kekuatan pembuktiannya hanyalah sebatas
surat non akta (surat biasa) sehingga Majelis menilai alat bukti tersebut sebagai
informasi permulaan, belum cukup untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan
duplik Tergugat sehingga dibutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan
Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang
bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di
persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa
satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua
orang saksi Termohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dan malah
mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua
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orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan
lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang
tidak harmonis lagi, sering bertengkar masing-masing menyampaikan bahwa
penyebab utama dari perselisihannya tersebut karena masalah ekonomi rumah
tangga dan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain. Di samping itu
saksi-saksi tersebut juga mengetahui antara Termohon dengan Pemohon telah
telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dengan tidak saling
mempedulikan antara satu dengan lainnya sebagai akibat dari perselisihan dan
pertengkaran Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan
kedudukan saksi sebagai ibu kandung dan bibi Termohon, Majelis Hakim
meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya
dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan
Pemohon dan sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Termohon,
Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Termohon tersebut tidak mampu
melumpuhkan fakta-fakta yang ditemui dari bukti-bukti Pemohon, bahkan
sebaliknya, keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut telah memperkuat
fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon menyangkut adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Temohon, hingga mengakibatkan keduanya
telah pisah rumah, karenanya Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap
sebelumnya dari bukti-bukti Pemohon harus dinyatakan sebagai fakta yang
telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-konstitoir
permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan
Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan
ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang
suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama
dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”
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Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor
38.K/IAG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu” Pengertian cekcok yang terus
menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan
apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah
terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan
lagi”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan
keterangan saksi-saksi, fakta-fakta tersebut di atas, fakta mana menunjukkan
kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon telah pecah sehingga tujuan pekawinan untuk membentuk rumah
tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam
rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan antara
Pemohon dan Termohon tidak lagi ada harapan untuk kembali hidup rukun
sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah

SWT tercantum dalam Alquran surat Al Bagarah ayat 227 yang berbunyi:

&l foat d 33 BN 1558 5

“Dan kalau mereka memutuskan hendak bercerai, maka sesungguhnya
Allah itu mendengar dan mengetahui”.

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon
dan Termohon seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta in casu
Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan
ikrar talak terhadap Termohon, dan juga Termohon menerima keinginan cerai
dari Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dan
memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan
meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan
akan mendatangkan mudlorat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon,
sedangkan kemudloratan harus dihapuskan, sesuai dengan goidah fighiyah:

alad) Cla e asie sulial ¢ 5
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Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan
daripada mengambil suatu manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur
alasan perceraian berdasarkan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,
maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di hadapan
sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka
berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
sebagaimana perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, ikrar talak akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan
izin cerai telah berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing

pihak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat
adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Termohon/Penggugat,
disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (verweer), juga telah
mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal
132 huruf (a) dan huruf (b) HIR oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat pada pokoknya adalah
Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa:

- Menetapkan secara hukum rumah yang terletak di JI. Purbaya Ill, Kavling
Blok J, NO. 43A, Rt. 016, Rw. 001, Kelurahan Bendungan, Kecamatan
Cilegon, Kota Cilegon adalah harta bersama, dan rumah tersebut akan
diberikan kepada anak-anak, jika terjadi perceraian Penggugat menuntut
agar bagian pembayaran gaji PT. Krakatau Daya Listrik memotong gaji
Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 2.048.251,29 (dua juta empat puluh
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delapan ribu dua ratus lima puluh satu dua puluh sembilan rupiah) untuk
cicilan rumah, apabila rumah tersebut dijual, hasil penjualan dikurangi Rp.
111.500.000,- (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut
sebagai pengganti uang pemberian orangtua Penggugat;

- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua
orang anak bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Cilegon 8 Juni 2013
dan NAMA ANAK, perempuan, lahir di Cilegon, 11 April 2018;

- Menetapkan secara hukum nafkah terhutang kepada Penggugat sejak
Agustus s/d 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam
ratus ribu rupiah) dan nafkah terhutang kepada anak sejak Agustus s/d 15
Oktober 2018 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Menetapkan biaya hadhanah kedua orang anak setiap bulan sebesar Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan atau setidak-tidaknya 1/3 dari gaji
Tergugat, termasuk bonus dan gaji ke-13 serta THR, terhitung sejak
putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut
berumur 21 tahun atau mandiri;

- Menetapkan biaya untuk mantan isteri (Penggugat) setiap bulan sebesar
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan atau 1/3 dari gaji Tergugat
(mana yang lebih tinggi) termasuk gaji ke-13 dan THR terhitung sejak
putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

- Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji PT. Krakatau Daya listrik
untuk memotong langsung gaji Tergugat, termasuk gaji ke-13 dan THR,
untuk biaya nafkah anak hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau
mandiri, setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya
1/3 dari gaji Tergugat (mana yang lebih tinggi), lalu diserahkan kepada
Penggugat selaku ibu kandung dan pemegang hak asuh terhadap kedua
orang anak Penggugat dan Tergugat, terhitung sejak putusan perkara ini
berkekuatan hukum tetap;

- Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji PT. Krakatau Daya listrik
untuk memotong langsung gaji Tergugat, termasuk gaji ke-13 dan THR

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau 1/3 dari gaji (mana yang
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lebih tinggi), untuk biaya hidup Penggugat sebagai mantan isteri, terhitung
sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang
Termohon/Penggugat Rerkonvensi sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta
enam ratus ribu rupiah), dan dibayarkan pada waktu ikrar talak di depan
Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

- Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya hadhanah
terhutang kepada anak-anak kandungnya yang bernama NAMA ANAK dan
NAMA ANAK, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan
dibayarkan pada waktu ikrar talak di depan Majelis Hakim pemeriksa
perkara ini;

- Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah iddah sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan pada waktu ikrar talak di
depan Maijelis Hakim pemeriksa perkara ini;

- Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa
uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dibayarkan
pada waktu ikrar talak di depan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

- Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat
telah mengajukan jawaban rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya
mengemukakan pada pokoknya menyanggupi tuntutan Penggugat sebagai
berikut:

- Tergugat akan melunasi cicilan rumah kediaman bersama tanpa harus
memotong gaji Tergugat melalui bendahara kantor, jika rumah tersebut
telah lunas akan dibalik nama atas nama anak NAMA ANAK dan rumah
tersebut tidak akan dijual kecuali Penggugat menikah lagi dan hasil
penjualan rumah diperuntukkan untuk anak-anak;

- Memutuskan nama kedua orang anak Tergugat dan Penggugat masuk
dalam kartu keluarga Tergugat agar kedua orang anak tersebut mendapat
tunjangan pendidikan dan kesehatan dari perusahaan tempat Tergugat

bekerja;
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- Memutuskan Tergugat untuk bebas bertemu, mengajak anak-anak jalan-
jalan dan menginap dengan Tergugat kapan dan dimana saja;

- Menolak pembagian penghasilan 1/3 untuk mantan isteri dikarenakan
Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah
nomor 45 tahun 1990 tidak berlaku pada karyawan swasta;

- Memutuskan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta
lima ratus ribu rupiah), untuk masalah gaji 13, THR dan bonus akan dilihat
berapa besar nominalnya;

- Menerima permohonan nafkah terhutang selama 2 (dua) bulan kepada
isteri dan akan dibayarkan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta
rupiah), dan nafkah terhutang kepada anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu
juta lima ratus ribu rupiah);

- Menerima permohonan nafkah iddah dan akan dibayarkan Tergugat
sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

- Menerima permohonan Mut'ah, dan Tergugat akan memberi mut'ah berupa
uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan Rekonvensi tersebut,
Penggugat telah mengajukan Replik Rekonvensi yang pada pokoknya
Penggugat tetap pada gugatan semula kecuali pada tuntutan mengenai
pembayaran cicilan rumah, Penggugat dan Tergugat sepakat akan
menyelesaikan masalah pelunasan cicilan rumah tersebut secara
kekeluargaan, rumah tersebut akan diperuntukkan dan akan dibaliknama atas
nama anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan dalam Konvensi sepanjang
berhubungan dengan Rekonvensi ini ditunjuk pula sebagai bagian dari
pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut
akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Hadhanah/hak asuh anak;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh

atas kedua orang anak jatuh kepada Penggugat;
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Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh (hadhanah) tersebut
Tergugat menyatakan tidak keberatan namun Tergugat minta agar dibebaskan
untuk bertemu dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan kepada siapa akan diberikan
hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis
Hakim perlu mengemukakan dasar pertimbangan Majelis Hakim sebagai
berikut;

Menimbang bahwa, salah satu azas suatu putusan adalah hakim harus
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah sampai
tuntas, sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum
Acara Perdata Indonesia (Liberty Yogyakarta, halaman 188) dan demi adanya
kepastian hukum, maka tentang hak pengasuhan anak (hadhanah) atau siapa
saja yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk memelihara anak tersebut,
demikian pula nafkah atau biaya hadhanah/biaya hidup bagi anak tersebut
dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf a dan b Undang-
Undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, disebutkan bahwa “akibat
putusnya perkawinan karena perceraian ialah “(a) baik ibu atau bapak
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata
berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua
biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”. Dan pasal 105
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan “Dalam hal terjadinya
perceraian (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12
tahun adalah hak ibunya’, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz
diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai
pemegang hak pemeliharaannya, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh
ayahnya,;

Menimbang bahwa, hal tersebut sejalan dengan rumusan hukum bidang
perdata hasil rapat Kamar Perdata MA-RI tanggal 14 s/d 16 Maret 2011 Sub
Kamar Perdata Umum angka XlI tentang akibat perceraian yang menyatakan
bahwa “Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orangtua sebagai pihak
yang memelihara dan mendidik anak tersebut”;
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Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (hadhanah)
anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi
semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh
dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Hal ini sependapat
dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973,
tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yang
harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dan orang tuanya
yang diserahi pemeliharaan sianak.

Menimbang, bahwa wanita lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus
anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut,
lebih sabar dan pada umumnya lebih banyak mempunyai waktu. Wanita yang
paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya,. Pendapat Majelis

Hakim sejalan dengan hadis Nabi SAW sebagai berikut:

2las A 5 el 5 A il 813 1 &) A1 Osly G &lB R G g yme o il e e

g adle @ e A Ok W 08 e de 55 o 3005 il 80 55 215a A 53
S L4 Gal

Artinya: Dari Abdillah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW telah didatangi oleh
seorang wanita dan wanita itu berkata : Ya Rasulullah. Sesungguhnya anak
saya ini perutkulah yang mengandungnya dan air susuku ini yang diminumnya
serta pangkuankulah tempat penjagaannya sedangkan ayahnya telah
menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkkan anak daripadaku,
maka Rasulullah bersabda padanya : Engkau lebih berhak terhadap anakmu
selama engkau belum menikah dengan laki-laki yang lain. (H.R. Ahmad dan
Abu Daud);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 “Bila terjadi
perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogiyanya
diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu” dan
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal
30 Agustus 1983 “Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz

(belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya’.
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Menimbang, bahwa Pasal 14 huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa jika terjadi pemisahan antara
orangtua dengan anaknya maka anak tetap berhak bertemu langsung dan
berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas
dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa dalam diri Penggugat tidak terdapat
hal-hal yang dapat menggugurkan hak sebagai pemegang hak asuh
(hadhanah), maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan
Penggugat mengenai hak asuh dengan memberikan hak asuh (hadhanah) atas
kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, Laki-
laki, lahir di Cilegon, 08 Juni 2013 dan NAMA ANAK, Perempuan, lahir di
Cilegon, 11 April 2018 kepada Penggugat, dengan tidak menghalang-halangi
dan mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih
sayangnya kepada kedua orang anak tersebut sepanjang tidak menganggu
kepentingan anak-anak itu sendiri;

Menimbang bahwa, Penggugat telah diberikan hak pengasuhan atas
kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, kepada Penggugat diwajibkan
untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang
anak tersebut, maka apabila pemegang hak hadhanah tidak memberikan akses
kepada Tergugat dan menghalang-halangi hak Tergugat mencurahkan kasih
sayangnya kepada kedua orang anaknya, dapat dijadikan alasan untuk
mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana SEMA nomor 1
tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 sebagai Pedoman

Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

- Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut agar
ditetapkan secara hukum nafkah terhutang kepada Penggugat sejak Agustus
s/d 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu
rupiah) dan nafkah terhutang kepada anak sejak Agustus s/d 15 Oktober 2018
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sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun mengenai
tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi
Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai
kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya
perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak
dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam nafkah istri merupakan
kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana
dikemukakan dalam Kitab Syargawi Juz Il, Halaman 212 yang diambil menjadi
pendapat Majelis Hakim, menyatakan artinya: “Kewajiban nafkah menjadi gugur
karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat tidak
terbukti nusyuz, maka berdasarkan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam,
gugatan Penggugat mengenai nafkah madhiyah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah terhutang kepada anak disanggupi
oleh Tergugat, sedangkan besaran nominal nafkah terhutang kepada isteri dan
masa nafkah madhiyah yang dituntut oleh Penggugat dengan kesanggupan
Tergugat serta masa kelalaian nafkah menurut Tergugat terjadi perbedaan,
namun fakta yang di persidangan bahwa keterangan para saksi relevan
dengan dalil gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan masa
kelalaian nafkah yang tidak dibayarkan Tergugat sejak pisah rumah bulan
Agustus 2018 hingga 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah madhiyah untuk isteri
tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, dalam dalil
gugatannya nafkah madhiyah yang dituntut Penggugat sebesar Rp.
6.600.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan Tergugat menyanggupi Rp.
2.000.000,00 (dua juta rupiah). maka Majelis Hakim secara ex-officio atau
karena jabatan mengabulkan sebagian gugatan nafkah madhiyah kepada
Penggugat, dengan membebankan kewajiban kepada Tergugat untuk
memberikan nafkah madhiyah/terhutang sejak bulan Agustus 2018 s/d 15
Oktober 2018 kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
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dipandang patut dan sepantasnya sebagaimana harga kebutuhan pokok dan
biaya hidup satu bulan di Cilegon, dan nafkah terhutang kepada anak
sebagaimana kesanggupan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima

ratus ribu rupiah);

- Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut biaya
hadhanah atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan
sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan atau setidak-tidaknya 1/3
dari gaji Tergugat, termasuk bonus dan gaji ke-13 serta THR, terhitung sejak
putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berumur 21
tahun atau mandiri, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b, Undang-
Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam tersebut di atas, maka nafkah atau biaya pemeliharaan
(Hadhanah) pendidikan dan kesehatan terhadap anak-anak tersebut menjadi
tanggungan Tergugat selaku ayah dari kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai
pemegang hak hadlonah atas anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut,
maka gugatan Penggugat tentang biaya/nafkah anak Penggugat dan Tergugat
tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan
Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, nafkah anak sampai
sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri
(berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya sesuai
dengan kemampuannya dan nafkah anak tersebut tidaklah termasuk biaya
pendidikan dan kesehatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu Majelis berpendapat
gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nominal nafkah anak yang
dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-
tidaknya 1/3 dari gaji Tergugat, termasuk gaji ke-13, THR dan bonus yang
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didapat Tergugat, bila dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat sebagai
karyawan swasta, sebagaimana bukti P.3, namun ada perbedaan besaran
nominal tuntutan nafkah dengan kesanggupan Tergugat memberikan nafkah
kedua orang anak setiap bulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai nominal
nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, dan untuk menentukan besar
nafkah anak, majelis hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan
hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yaitu NAMA ANAK,
Laki-laki, lahir di Cilegon, 08 Juni 2013 dan NAMA ANAK, Perempuan, lahir di
Cilegon, 11 April 2018 sehingga kebutuhan hidup minimal bagi anak tersebut
mencakup makanan, susu, vitamin, dan pakaian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat
dan pekerjaaan Tergugat sebagai karyawan swasta, dengan kebutuhan hidup
minimum anak, sesuai dengan kepatutan dan keadilan, sehingga Majelis Hakim
mempertimbangkan sendiri besaran nafkah kedua orang anak yang mendekati
keadilan bagi Tergugat yaitu tidak termasuk gaji ke-13, THR dan bonus, karena
ikatan pekerjaan karyawan swasta sewaktu-waktu dapat terjadi pemutusan
hubungan kerja, dan bonus yang diberikan harus disesuaikan dengan
keuntungan perusahaan tidak pasti sementara kebutuhan anak setiap bulan
sudah pasti meningkat, maka berdasarkan keadilan dan manfaat untuk anak-
anak tersebut, Majelis Hakim secara ex-officio atau jabatannya menetapkan
biaya nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua orang anak tersebut
dewasa, atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak pasca perceraian,
berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila
penghasilan Tergugat dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban
nafkah anak, maka Penggugat dapat ikut memikul biaya nafkah anak tersebut,
terlebih Penggugat bekerja sebagai tester (penguiji) freelance;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk nafkah kepada kedua

orang anak Penggugat dan Tergugat, menurut majelis hakim hal itu juga
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sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat ke 65 (Ath-Tholaq) ayat 7,

sebagai berikut:

A ol e (3ald 48 5y adle 08 e g Atea (e A gD 5a4]
Artinya : orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi

nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya ... ;

Menimbang bahwa, akad nikah adalah merupakan salah satu perjanjian
yang sangat kuat (mitsaqon gholidzan) antara Tergugat dengan Penggugat
yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak termasuk
kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut. Oleh karena
itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbayarnya nafkah terhadap anak-
anak tersebut dapat dianggap sebagai hutang atas kelalaian pembayaran
nafkah kedua orang anak tersebut;

Menimbang bahwa, dengan ditetapkannya nafkah terhadap kedua orang
anak tersebut dalam putusan ini adalah juga dalam rangka sebagai
perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan (the interest of the child) sebagaimana maksud Undang-
Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua
orangtuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa
mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan
pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang
ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai
dengan SEMA No. 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka tuntutan nafkah anak Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan
dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak/biaya hadhanah
terhadap anak Penggugat dan Tergugat, yaitu NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di
Cilegon, 08 Juni 2013 dan NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Cilegon, 11 April
2018, minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan di luar biaya
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pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa

atau mandiri, dengan kenaikan 10 persen per tahun;

- Nafkah mantan isteri/Penggugat pasca perceraian;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat menuntut agar
majelis hakim memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji PT. Krakatau
Daya listrik untuk memotong langsung gaji Tergugat, termasuk gaji ke-13 dan
THR sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau 1/3 dari gaji (mana yang
lebih tinggi), untuk biaya hidup Penggugat sebagai mantan isteri, terhitung
sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, Majelis hakim
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan
memutus suatu perkara berpegang pada hukum formil dan materiil, selain itu
berpedoman kepada hukum syar’i yang tidak bertentangan dengan syariat
Islam;

Menimbang, bahwa kaitan dengan petitum Penggugat menuntut nafkah
terhadap mantan isteri setelah terjadi perceraian, nafkah mantan isteri yang
berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b), jo. Pasal 152
KHI, istri yang ditalak oleh suami berhak mendapatkan nafkah ‘iddah, kecuali
jika istri nusyuz. Adapun masa selama nafkah iddah (masa hitung), selama
masa hitung (iddah) tersebut isteri tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain
apalagi menikah lagi dengan laki-laki lain hingga masa iddah/masa hitung itu
habis. Adapun lamanya masa iddah bagi isteri yang diceraikan adalah selama 3
(tiga) kali suci atau selama kurang lebih 90 (sembilan puluh) hari, hal ini juga
sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat Al-Bagarah, ayat 233,
sedangkan untuk memperkuat dalil gugatan tersebut Penggugat tidak
mengajukan alat bukti yang menguatkan akan hak mantan isteri adalah 1/3 dari
gaji Tergugat termasuk gaji ke-13, THR dan bonus Tergugat selaku karyawan
swasta yang tunduk pada aturan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983
jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, maka gugatan Penggugat

terhadap petitum tersebut sepatutnya ditolak;
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- Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nafkah iddah, Penggugat
menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah), Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 KHI, istri
yang ditalak oleh suami berhak mendapatkan nafkah ‘iddah, kecuali jika istri
nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Igna’ Juz IV
Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan
bahwa:

5 smus!) 9 ABAL 5 Al Lnay ) Bainally
Artinya: “Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas
suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak”.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan fakta
bahwa Penggugat telah melakukan nusyuz, oleh karena itu Penggugat berhak
untuk mendapatkan nafkah ‘iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah ‘iddah seluruhnya
sebesar RP.20.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat hanya
sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besar nafkah iddah bagi
Penggugat, Majelis hakim perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi
Tergugat, memenuhi kebutuhan hidup minimal, dan sesuai dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Tergugat sebagai karyawan
swasta memiliki penghasilan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hingga Rp
8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, oleh karena itu
majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat untuk
memberikan nafkah ‘iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta
rupiah) nominal tersebut tidak cukup untuk kebutuhan minimum setiap bulan
disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok di pasaran, maka Majelis Hakim
menetapkan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam

juta rupiah);
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat
untuk membayar kepada Penggugat nafkah ‘iddah selama 3 bulan sebesar Rp
6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Mutah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang mut'ah senilai Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Majelis hakim mempertimbangkan
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi
oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal
149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping
merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur
hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan
oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas,
pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan
suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 8 (delapan)
tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri
pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala
sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan
mengasuh 2 (dua) orang anak, terlebih Penggugat mengalami beberapa kali
keguguran, sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah
yang pantas dari Tergugat, apalagi penghasilan Tergugat saat ini cukup
mendukung tuntutan Penggugat tersebut, sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah
ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Bagarah ayat 241
yang berbunyi:

Cuiiad e s iyl plia cidlinalty
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Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh
suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-
orang yang bertagwa;"

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah tidak ada kesepakatan antara
Penggugat dengan Tergugat, nominal yang dituntut oleh Penggugat menurut
Majelis Hakim melebihi kesanggupan Tergugat sebagaimana bukti P.3, maka
Majelis hakim secara ex-officio atau jabatannya, dengan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan mut'ah dikabulkan sebagian,
dengan membebankan kepada Tergugat untuk memberi mut'ah berupa uang
sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat pasal 58 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan Pengadilan
membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat
dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan
pembayaran nafkah anak, nafkah madhiyah terhadap Penggugat dan anak,
nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai
berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam nafkah iddah, madhiyah dan
mut’ah, merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban
suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut
merupakan satu kesatuan yang saling berkait;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu apabila seorang suami menjatuhkan
talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah iddah, dan mut’ah
kecuali jika hukum menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Igna’ Juz Il
halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan
bahwa: “Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna
melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari
kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya
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keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah anak untuk bulan
pertama, nafkah madhiyah terhadap Penggugat dan anak, nafkah iddah dan
mut'ah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami
mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka
gugatan Penggugat dikabulkan sepenuhnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT
REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon
(TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI), di depan sidang
Pengadilan Agama Cilegon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas kedua
orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

2. 1. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Cilegon 8 Juni 2013;
2. 2. NAMA ANAK, perempuan, lahir di Cilegon, 11 April 2018;

3. Mewajibkan kepada Tergugat menanggung biaya nafkah pemeliharaan atas
2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK, lahir 8 Juni 2013, dan NAMA
ANAK, lahir 11 April 2018, senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan
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penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, hingga anak
tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah selama 76 hari
(sejak bulan Agustus 2018 s/d 15 Oktober 2018) kepada Penggugat sebesar
Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan nafkah madhiyah atas kedua orang
anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Penggugat untuk memberi nafkah selama masa iddah sejumlah
Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

6. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberi mut'ah berupa uang sejumlah
Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai nafkah anak untuk bulan
pertama, nafkah madhiyah terhadap Penggugat dan anak, nafkah iddah dan
mut'ah, sebagaimana tersebut di atas, di muka sidang Pengadilan Agama
Cilegon sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat untuk membayar
biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh H. Husnul Muhyidin. S.Ag,
sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani. S.Ag. SH, dan Hidayah. SHI,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal Awal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota Ana Faizah, SH, dan
Hidayah. SHI, dibantu oleh Ida Zahrotul Hidayah. SHI, sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat dan Termohon

Konvensi/Penggugat;
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd

1. ANA FAIZAH, SH H. HUSNUL MUHYIDIN. S.Ag
ttd

2. HIDAYAH. SHI

Panitera Pengganti,

ttd

IDA ZAHROTUL HIDAYAH. SH

Perincian biaya:
1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Administrasi Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 400.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 491.000,-
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